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 ABSTRAK 

 

NURSADILA A. SUGORO (B021201055). PENGAWASAN HUKUM 
DALAM PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) 
OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) 
KESEHATAN DI RUMAH SAKIT LATEMMAMALA KABUPATEN 
SOPPENG. Dibimbing oleh Andi Bau Inggit AR sebagai Dosen 
Pembimbing. 
 

Tujuan Penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami atau 
menganalisis bentuk pengawasan dan faktor penghambat pemberian 
pelayanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan di RSUD Latemmamala 
Kabupaten Soppeng.  
 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris 
dengan menggunakan sumber data primer melalui wawancara dan 
sumber data sekunder dari berbagai literatur ilmiah. Data tersebut 
kemudian dikumpulkan melalui teknik penelitian lapangan dan teknik 
penelitian kepustakaan lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif. 
 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Berdasarkan hasil penelitian 
mengenai pengawasan hukum dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan di RSUD Latemmamala 
Kabupaten Soppeng bahwa diketahui  hubungan hukum antara 
keduanya terjalin karena adanya Perjanjian Kerja Sama berdasarkan 
Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan 
pada Jaminan Kesehatan Nasional Pasal 4 Ayat (2). Implementasi 
pengawasan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan terhadap RSUD 
Letemammala Soppeng yakni dengan terpenuhinya hak dan kewajiban 
diantara kedua belah pihak serta mengukur tingkat kepatuhan RSUD 
Latemmala terhadap Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Kesehatan 
Cabang Watampone dan RSUD LATEMMAMALA Kabupaten Soppeng. 
(2) Rendahnya pemanfaatan aplikasi Mobile JKN oleh masyarakat 
diakibatkan oleh beberapa faktor penghambat seperti keterbatasan 
sarana dan prasarana yang memadai di RSUD dan kurangnya 
sosialisasi serta edukasi terkait penggunaan aplikasi Mobile JKN. Pihak 
RSUD Latemmamala juga menghadapi tantangan dalam upaya 
peningkatan kepatuhan terhadap pemanfaatan sistem antrean online, 
yang masih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh 
BPJS Kesehatan. Selain itu, kurangnya pengawasan dan pengawalan 
secara langsung dari BPJS Kesehatan membuat pihak RSUD 
LATEMMAMALA mengalami kesulitan dalam proses penerapan aplikasi 
Mobile JKN.  
 

    Kata Kunci: Pengawasan, Pelayanan Kesehatan, BPJS Kesehatan 
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ABSTRACT 

NURSADILA A.SUGORO (B021201055). LEGAL SUPERVISION IN THE 
IMPLEMENTATION OF NATIONAL HEALTH INSURANCE (JKN) BY THE 
SOCIAL SECURITY ADMINISTRATOR AGENCY (BPJS) HEALTH IN 
LATEMMAMALA HOSPITAL, SOPPENG REGENCY. Supervised by Andi 
Bau Inggit AR as Supervisor. 
 

Research Objectives. This study aims to understand or analyze the form of 
supervision and inhibiting factors in the provision of health services by BPJS 
Kesehatan at Latemmamala Hospital, Soppeng Regency. 
 

The research method used is empirical legal research using primary data 
sources through interviews and secondary data sources from various 
scientific literature. The data is then collected through field research 
techniques and library research techniques and then analyzed descriptively 
qualitatively. 
 

The results of the study indicate that (1) Based on the results of the study 
on legal supervision in the implementation of National Health Insurance 
(JKN) by BPJS Kesehatan at Latemmamala Hospital, Soppeng Regency, it 
is known that the legal relationship between the two is established due to 
the existence of a Cooperation Agreement based on Ministerial Regulation 
Number 71 of 2013 concerning Health Services in National Health 
Insurance Article 4 Paragraph (2). The implementation of supervision 
carried out by BPJS Kesehatan towards Letemamala Hospital, Soppeng, 
namely by fulfilling the rights and obligations between the two parties and 
measuring the level of compliance of Latemmala Hospital with the 
Cooperation Agreement between BPJS Kesehatan, Watampone Branch 
and Latemmammala Hospital, Soppeng Regency. (2) The low utilization of 
the Mobile JKN application by the community is caused by several inhibiting 
factors such as limited adequate facilities and infrastructure at the Hospital 
and the lack of socialization and education regarding the use of the Mobile 
JKN application. Latemmamala Hospital also faces challenges in efforts to 
increase exposure to the use of the online queuing system, which is still low 
compared to the target set by BPJS Kesehatan. In addition, the lack of direct 
supervision and monitoring from BPJS Kesehatan made RSUD 
LATEMMAMALA experience difficulties in the process of implementing the 
Mobile JKN application. 

 

Keywords: Supervision, Health Services, BPJS Kesehatan 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Pemerintah Republik Indonesia, menurut teori negara 

kesejahteraan, bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan 

kepentingan publik dan memperjuangkan kesejahteraan 

sosial.pemerintah dapat melaksanakan tugas ini dengan ikut campur 

dalam kehidupan warga negara dalam batasan-batasan yang sah.1   

Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan lebih dari sekadar 

melaksanakan kehendak legislatif. Oleh karena itu, pemerintah harus 

menjamin bahwa baik daerah maju maupun daerah tertinggal 

memperoleh hak-hak tersebut secara setara dalam memenuhi 

keinginan dan hak-hak dasar individu.  

Muchsan menjelaskan bahwa negara memiliki "fungsi 

kesejahteraan", yang meliputi berbagai layanan dan program sosial, 

termasuk tetapi tidak terbatas pada penanggulangan bencana, 

kemiskinan, pengangguran, bantuan kesehatan, panti asuhan, dan 

penetapan upah minimum. Segala sesuatu yang dilakukan pemerintah 

Indonesia dengan tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup warga 

 
1 Ridwan HR, 2018. Hukum Administrasi Negara, Depok, Rajawali Pers, hlm. 133  
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negaranya dan mewujudkan keadilan sosial bagi setiap orang.2 Demi 

terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, negara 

wajib memberikan perlindungan sosial, khususnya di bidang kesehatan.  

Pelayanan kesehatan yang baik merupakan hak asasi manusia yang 

fundamental, dan negara wajib menjamin aksesnya kepada seluruh 

penduduknya. Akses terhadap pelayanan kesehatan merupakan hak 

asasi manusia yang fundamental yang harus ditingkatkan di seluruh 

Indonesia.3 Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan 

bahwa setiap orang berhak untuk hidup wajar dan bermartabat. 

Sebagaimana bunyi pasalnya: 

“setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 
layak bagi kemanusiaa” 

 Artinya, setiap warga negara berhak atas pelayanan kesehatan 

yang mewujudkan kehidupan yang layak. Hak atas pelayanan 

kesehatan dan kemampuan untuk bekerja merupakan bagian dari hak 

tersebut. Secara tegas dalam pasal 28 H ayat (1) UUD Tahun 1945 juga 

menyebutkan bahwa menjamin setiap orang berhak atas perumahan, 

pelayanan kesehatan mental dan fisik, serta akses terhadap pelayanan 

kesehatan, yaitu:  

“setiap orang memiliki hak untuk hidup lahir dan  batin memiliki 
tempat tinggal dan mendapatkan pelayanan kesehatan.”  

 
2 Muchsan S.H., 1992. Sisitem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat 

Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Yogyakarta, Liberty, hlm. 32   
3 H. Indar, 2016. Konsep dan Prespektif Etika dan Hukum Kesehatan Masyarakat, 

Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Hlm. 195  
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Maka dari itu, setiap orang harus dapat memperoleh kesehatan yang 

prima. Ayat (1), (2), dan (3) Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan cukup jelas menyatakan: 

(1) “Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh 
akses atas sumber daya di bidang kesehatan  

(2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan 
kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau  

(3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab 
menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi 
dirinya.”  

 

Dari penjelasan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga 

poin penting dalam hak dalam memperoleh kesehatan yakni: 

a. Hak atas perawatan kesehatan adalah hak asasi manusia yang 

universal. 

b. Akses pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas tinggi 

adalah hak asasi manusia yang mendasar 

c. Setiap orang memiliki otonomi untuk memilih sendiri perawatan 

medis apa yang mereka butuhkan.  

 
Oleh karena itu, setiap orang berhak atas perawatan kesehatan. 

Sistem perawatan kesehatan suatu negara merupakan aset terpentingnya 

dalam hal pembangunan. Akibatnya, perawatan kesehatan merupakan 

landasan sumber daya manusia, dan berinvestasi di dalamnya merupakan 

cara untuk membangun negara kesejahteraan.  
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Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk menjamin hak-

hak tersebut, seperti mendirikan Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004.4 Kegigihan pemerintah untuk 

menjamin kesejahteraan sosial setiap warga negara Indonesia terlihat jelas 

di sini. Didirikan pada tahun 2011 sebagai organisasi publik berbadan 

hukum, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bertanggung jawab 

untuk mengelola program jaminan sosial, yang terbagi menjadi BPJS 

Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Undang-undang ini lahir sebagai 

respons terhadap tuntutan tersebut. 

respons terhadap tuntutan tersebut. 

Dalam hal asuransi kesehatan, masyarakat Indonesia menaruh 

kepercayaan pada BPJS Kesehatan. Untuk mewujudkannya, BPJS 

Kesehatan bekerja sama dengan berbagai fasilitas kesehatan, termasuk 

klinik, apotek, dan rumah sakit. Jika kita bersatu, kita dapat memastikan 

bahwa setiap orang yang membutuhkan asuransi kesehatan dapat 

menerimanya, dan bahwa perawatan yang mereka dapatkan adalah yang 

terbaik. Berdasarkan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial No. 24 Tahun 2011, Pasal 11 huruf c, BPJS berwenang mengawasi 

perjanjian rumah sakit mitra. 

 
4 Bahan Ajar Magang BPJS Kesehatan, 2022. Penerapan Asuransi Dalam 

Jaminan Kesehatan Nasional, Jakarta, Corporate University. Sebagaimana dikutip dalam 
Jurnal Syamsul Bahri, et al, 2002. Analisis Kuantitas Pelayanan Aplikasi Mobile JKN BPJS 
Kesehatan Menggunakan Metode Service Quality (servqual).  
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
10, BPJS berwenang untuk: 

“Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta 
dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional” 

 

Sehingga untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan pasal 

10,BPJS harus memastikan bahwa peserta maupun pemberi kerja 

mematuhi ketentuan yang  ditetapkan oleh  undang-undang dan peraturan 

jaminan sosial nasional dengan mengawasi dan memeriksa tindakan 

mereka 

Perjanjian Kerja sama dengan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat 

Lanjut (FKRTL) wajib dipantau secara berkala oleh BPJS Kesehatan untuk 

menilai tingkat pelayanan kesehatan yang diberikan oleh FKRTL sesuai 

dengan ketentuan kontrak. Berdasarkan Pasal 11 huruf e Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, 

BPJS Kesehatan juga berwenang untuk: memastikan fasilitas kesehatan 

mematuhi kontraknya sendiri; dan mengelola aspek teknis penilaian 

kepatuhan. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
10, BPJS berwenang untuk: 

“membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas 
kesehatan” 

 Jadi, apabila fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan 

BPJS Kesehatan tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, maka 

BPJS Kesehatan dapat mengakhiri hubungan kerja sama tersebut. 
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Berdasarkan pasal 11 huruf f, BPJS Kesehatan juga memiliki kewenangan 

sebagai berikut: 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
10, BPJS berwenang untuk: 

 “mengenakan sanksi administrasi kepada peserta atau pemberi 
kerja yang tidak mematuhi kewajibannya” 

Rumah sakit, sebagai penyedia layanan kesehatan, memiliki 

kewajiban menyediakan melaksanakan Kesehatan Tingkat Lanjut (FKRTL) 

yang mencakup administrasi layann; pemeriksaan; pengobatan dan 

konsultasi dengan dokter spesialis dan subspesialis; tindakan medis 

spesialistik; , baik bedah maupun non-bedah; sesuai dengan indikasi medis; 

rehabilitasi medis; layanan darah; pelayanan  forensik klinik; layanan 

jenazah untuk pasien yang meninggal; perawatan inap non-intensif; serta 

perawatan di ruang intensif, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat 1 

Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan jaminan 

kesehatan Nasional.  

Dengan demikian, strategi BPJS Kesehatan dalam menjalin kerja 

sama dengan rumah sakit bertujuan untuk memperluas akses masyarakat 

terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Menurut peraturan 

menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan 

Program Jaminan Kesehatan Nasional, peserta JKN berhak mendapatkan 

pelayanan kesehatan di fasilitas yang bekerja sama dengan BPJS 

Kesehatan, serta berhak memperoleh informasi dengan keluhan terkait 

pelayanan yang diterima. Oleh karena itu, rumah sakit sebagai penyedia 
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layanan kesehatan dalam program JKN, dituntut untuk memberikan 

pelayanan yang efisien, efektif, optimal dan berkualitas. 

Dewasa kini, dengan percepatan arus informasi berbagai upaya dan 

inovasi yang dibuat oleh BPJS Kesehatan salah satunya dengan adanya 

aplikasi Mobile JKN. Aplikasi ini hadir untuk mempermudah peserta JKN-

KIS, dimana kegiatan administrasi yang biasanya dilakukan di kantor 

cabang BPJS Kesehatan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja 

tanpa batasan waktu.5 Salah satu tempat penerapan dari aplikasi tersebut 

dapat ditemukan pada RSUD Latemmamala Kabupaten Soppeng yang 

telah membangun kerja sama dengan BPJS Kesehatan sebagaimana 

tertera dalam Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Kesehatan Cabang 

Watampone dan RSUD Latemmamala Nomor 385/KTR/IX-

03/1223;Nomor:000/3194/RSUD/XII/2023 Tentang Pelayanan Kesehatan 

Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan tepatnya pada 

Pasal 4 Angka (3) huruf g tentang Kewajiban RSUD Latemmamala yaitu: 

 “Memanfaatkan sistem antrean pendaftaran pelayanan kesehatan 
yang terintegrasi secara online dari PIHAK KESATU, serta 
melakukan edukasi kepada peserta JKN untuk memanfaatkan 
pendaftaran antrean secara online antara lain melalui Aplikasi Mobile 
JKN dan/atau sistem pendafataran antrean online yang dimiliki 
PIHAK KEDUA.”  

 Namun, inovasi yang dihadirkan BPJS Kesehatan tersebut 

menimbulkan sebuah ketidakpuasan pada masyarakat sebab tidak 

maksimalnya kinerja dari pihak yang bersangkutan terhadap kerja sama 

 
5 Deputi Bidang Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, 2024. Data Jumlah 

Pengguna Aplikasi Mobile JKN, Jakarta  
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yang dijalin. Hal tersebut dialami oleh salah satu pasien pengguna aplikasi 

Mobile  JKN yang bernama Agus di kabupaten Soppeng. Beliau melakukan 

pendaftaran layanan kesehatan dengan tujuan agar setibanya di rumah 

sakit langsung mendapatkan pelayanan. Akan tetapi, ketika sampai di 

RSUD Latemmamala Kabupaten Soppeng terjadi penolakan dari petugas. 

Penolakan tersebut terjadi karena Pegawai Rumah Sakit yang tidak 

mengetahui alasan aplikasi Mobile JKN tidak dapat berlaku di RSUD 

Latemmamala Kabupaten Soppeng.6 Padahal seharusnya hal tersebut 

tidak boleh terjadi karena adanya aturan kewajiban yang dicantumkan 

dalam Pasal 4 angka (3) huruf g Perjanjian Kerja Sama antara BPJS 

Kesehatan dengan RSUD L Latemmamala. Dari kejadian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa RSUD Latemmamala tidak menjalankan amanat dari 

Perjanjian Kerja Sama dengan baik sehingga tidak bisa dipungkiri stereotip 

yang muncul dikalangan masyarakat tentang fasilitas pelayanan yang 

diberikan oleh Rumah Sakit terhadap peserta BPJS Kesehatan masih 

kurang efektif dan cukup meresahkan bagi pengguna aplikasi Mobile JKN. 

Hal tersebut juga telah berpengaruh pada penilaian masyarakat terhadap 

kinerja dari BPJS Kesehatan dalam proses pengawasan mitra kerjanya. 

Oleh sebab itu, diperlukan penelitian untuk melihat bagaimana bentuk 

pengawasan dari BPJS Kesehatan terhadap RSUD Latemmamala atas 

kelalaian tanggung jawab yang telah melanggar Pasal 4 Angka (3) huruf g 

 
6 Okta News, 2023. Dinilai Buruk Peleayanan RSUD LATEMMAMALA Soppeng, 

Pasien Kecewa Aplikasi JKN Tidak Berlaku, https://www.okita.news/2023/11/dinilai-buruk-
pelayanan-rsud.html, diakses pada tanggal 28 juni 2024. 

https://www.okita.news/2023/11/dinilai-buruk-pelayanan-rsud.html
https://www.okita.news/2023/11/dinilai-buruk-pelayanan-rsud.html
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Perjanjian Kerja Sama Nomor 385/KTR/IX-03/1223; 

Nomor:000/3194/RSUD/XII/2023 Tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat 

Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan. Sebab penulis 

menganggap bahwa peran pengawasan oleh pihak BPJS Kesehatan 

sangatlah penting dan sudah menjadi wewenang pihak BPJS Kesehatan 

dalam melakukan pengawasan terhadap mitra kerjanya sebagaimana 

tuntutan dari Pasal 11 huruf  c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dengan demikian, penulis 

melakukan penelitian dengan mengangkat judul:  “PENGAWASAN 

HUKUM DALAM PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 

(JKN) OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) 

KESEHATAN DI RUMAH SAKIT LATEMMAMALA KABUPATEN 

SOPPENG.” 

B. Rumusan Masalah 

 Penelitian ini membahas dua rumusan masalah yakni sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana bentuk pengawasan oleh BPJS Kesehatan terhadap 

pelayanan kesehatan yang diberikan di RSUD Latemmamala 

Kabupaten Soppeng? 

2. Apa saja faktor-faktor penghambat pemberian pelayanan 

kesehatan pada peserta BPJS Kesehatan di RSUD 

Latemmamala Kabupaten Soppeng? 
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C. Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat disimpulkan 

bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk memahami atau menganalisis bentuk pengawasan oleh 

BPJS Kesehatan terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan 

di RSUD Latemmamala Kabupaten Soppeng  

2. Untuk Mengabaikan faktor-faktor Penghambat pemberian 

pelayanan kesehatan pada peserta BPJS Kesehatan di RSUD 

Latemmamala Kabupaten Soppeng 

D. Kegunaan Penelitian  

 Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan 

manfaat praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis  

 Manfaat dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi 

dan dapat memberikan suatu pemikiran dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan dan dalam bidang Hukum Administrasi Negara khususnya 

dalam lingkup mengenai pengawasan hukum BPJS Kesehatan 

terhadap peserta BPJS Kesehatan di RSUD Latemmamala Soppeng. 
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2. Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat mengenai jaminan layanan bagi peserta BPJS Kesehatan 

terkait penolakan pelayanan di rumah sakit. Bagi akademisi, hasil ini 

juga dapat menjadi referensi awal untuk penelitian selanjutnya.  

E. Orisinalitas Penelitian  

Orisinalitas penelitian berfungsi untuk menjelaskan kesamaan dan 

perbedaan antara penelitian yang akan dilaksanakan dengan penelitian 

sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul 

“Pengawasan Hukum Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Kesehatan Di Rumah Sakit Latemmamala Kabupaten Soppeng 

merupakan penelitian asli yang dapat dipertanggung jawabkan. Untuk 

memastikan hal tersebut, maka penulis akan menjelaskan mengenai 

beberapa perbedaan dan persamaan yang terdapat pada penelitian 

terdahulu sebagai berikut: 

1. Matrik Keaslian Penelitian Skripsi 

Nama Peneliti                    : Ahmad Teguh Faqur Saputra 



12 
 

Judul Penelitian            : Perlindungan Hukum Bagi Peserta BPJS 

Kesehatan Atas Penolakan Pelayanan 

Kesehatan Virus Corona di Rumah Sakit  

Kategori                               : Skripsi 

Tahun                                  : 2021 

Perguruan Tinggi              : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 

Jakarta  

Uraian Penelitian Terdahulu Rencana Penelitian 

Isu dan Permasalahan :  

Penelitian ini mengangkat kasus 

penolakan pelayanan kesehatan 

yang menyebabkan meninggalnya 

seorang pasien COVID-19 karena 

alasan tunggakan iuran BPJS 

Kesehatan oleh sepuluh rumah sakit 

di Depok. Salain itu, terdapat pula 

kasus seorang pasien COVID-19 

dari Desa Cisambeng, Kabupaten 

Majalengka, yang juga merupakan 

peserta BPJS Kesehatan, hilangnya 

Skala utama dalam penelitian ini 

mencakup dua pertanyaan: 

pertama, bagaimana bentuk 

perlindungan hukum bagi peserta 

BPJS Kesehatan terkait penolakan 

pelayanan kesehatan akibat virus 

corona di rumah sakit. Kedua, apa 

peran pemerintah dan tanggung 

jawab rumah saki atas penolakan 

pelayanan kesehatan terhadap 

peserta BPJS Kesehatan yang 

terinfeksi virus corona. 
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nyawa setelah mengalami tiga kali 

penolakan di rumah sakit. 

Metode Penelitian : normatif-empiris Normatif-empiris  

Hasil dan Pembahasan: hasil penelitian ini bertujuan untuk memahami 

secara spesifik perlindungan hukum yang 

diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan 

terkait penolakan pelayanan kesehatan akibat 

virus corona di rumah sakit, serta peran 

pemerinatah dan tanggung jawab pihak rumah 

sakit dalam situasi tersebut. 

 

2. Matrik Keaslian Penelitian Skripsi  

Nama Peneliti                        : Dian Kusuma Dewi  

Judul Penelitian                  : Perlindungan Hukum Terhadap Peserta 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Kesehatan (Studi di RSUD dr. H. Bob Bazar, 

SKM)  

Kategori                                 : Skripsi 

Tahun                                     : 2022 
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Perguruan Tinggi              : Universitas Lampung  

Uraian Penelitian Terdahulu Rencana Penelitian 

Isu dan Permasalahan :  

Isu dan permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian ini terkair dengan 

kerja sama anatar BPJS Kesehatan 

Cabang Bandar Lapung dan RSUD 

dr. H. Bob Bazar, yang dituangkan 

dalam perjanjian Kerja sama Nomor 

673/KTR/XIII-05/1221 tentang 

pelayanan kesehatan rujukan tingkat 

lanjut untuk peserta program 

jaminan kesehatan. perjanjian 

tersebut memuat hak dan kewajiban 

antara BPJS Kesehatan, RSUD dr. H 

Bob Bazar dan pasien peserta BPJS 

Kesehatan. namun, dalam 

praktiknya masih ada masalah 

dimana pasien tidak menerima hak 

untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan. kasus yang diteliti adlah 

Dalam penelitian ini dikaji 

mengenai  bagaimana pelaksanaan 

perlindungan hukum bagi pasien 

JKN BPJS Kesehatan serta cara 

penyelesaian sengketa terhadap 

hak-hak pasien BPJS Kesehatan di 

RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM. 
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penolakan terhadap pelayanan 

kesehatan 

  

Metode Penelitian : normatif-empiris Normatif-empiris  

Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

perlindungan hukum preventif bagi pasien 

peserta BPJS Kesehatan telah diatur melalui 

perjanjian kerja serta dalam berbagai regulasi , 

seperti Undang-Undang  Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan, Undang-Undang  Nomor 29 

Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, dan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, yang secara khusus 

memberikan hak untuk mendapatkan Advokasi, 

perlindungan, dan mekanisme penyelesaian 

sengketa. Namun, dalam pelaksanaanya, masih 

mendapatkan pasien yang tidak memperoleh 

haknya. Adapun perlindungan hukum represif 

dalam penyelesaian sengketa pasien diberikan 

oleh pihak rumah sakit dan BPJS Kesehatan. 

penyelesaian sengketa bagi peserta 

BPJS  Kesehatan di RSUD dr. H. Bob Bazar, 
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SKM, dibagi menjadi dua kategori, yaitu 

penyelesaian sengketa di dalam rumah sakit dan 

di luar rumah sakit. 

 

3. Matrik Keaslian Penelitian Skripsi  

Nama Peneliti                    : Asna Rahayu  

Judul Penelitian                : Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai 

Konsumen Akibat Stok Obat Habis di RSUD 

Kabupaten Barru  

Kategori                               : Skripsi 

Tahun                                  : 2022 

Perguruan Tinggi                : Universitas Hasanuddin  

Uraian Penelitian Terdahulu Rencana Penelitian 

Isu dan Permasalahan :  

Isu yang diangkat dalam penelitian 

ini berkaitan dengan beberapa 

pasien peserta Jaminan Kesehatan 

Nasional-Kartu Indonesia Sehat 

(JKN-KIS) di RSUD Kabupaten Barru 

yang terpaksa harus membeli obat 

Fokus penelitian ini adalah untuk 

mengkaji perlindungan hukum bagi 

pasien pengguna kartu JKN-KIS 

dan BPJS Kesehatan sebagai 

konsumen yang mengalami 

masalah akibat habisnya stok obat 

yang dibutuhkan di RSUD 
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yang diperlukan karena stok obat 

habis. Hal ini mengharuskan mereka 

mengeluarkan biaya tambahan 

untuk memperoleh obat tersebut. 

Kasus ini mengakibatkan kerugian 

bagi konsumen, mengiat obat adalah 

kebutuhan biologis yang penting 

bagi kesehatan dan keselamatan. 

Sebagaimana konsumen obat-

obatan, pasien memiliki 

perlindungan hukum berlaku, 

sehingga mereka berhak 

mendapatkan pertanggungjawaban 

atas pelanggaran hukum yang 

terjadi. 

Kabupaten Barru. Selain itu, 

penelitian ini juga akan 

mengeksplorasi tanggung jawab 

RSUD Kabupaten Barru terhadap 

pasien pengguna kartu JKN-KIS 

dan BPJS Kesehatan yang 

terpaksa membeli obat di luar 

instalasi farmasi rumah sakit.  

 

Metode Penelitian : Empiris Empiris  

Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa 

perlindungan hukum bagi pasien pengguna kartu 

JKN-KIS dan BPJS Kesehatan yang 

menghadapi masalah akibat habisnya stok obat 

di rumah sakit diatur dalam Undang-Undang 

Kesehatan dan Undang- Undang perlindungan 



18 
 

konsumen. Perlindungan hukum ini mencakup 

upaya preventif yang bertujuan untuk mencegah 

permasalahan serta perlindungan hukum 

represif yang berfokus pada tindakan atau sanksi 

yang dijatuhkan. Selain itu, tanggung jawab 

RSUD Kabupaten Barru terhadap pasien 

sebagai konsumen yang membeli obat di luar 

rumah sakit diatur dalam Pasal 9 Undang-

Undang perlindungan Konsumen, yang 

menyatakan kewajiban rumah sakit untuk 

memberikan ganti rugi kepada konsumen. 

Bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen 

dapat berupa kerugian material maupun 

immaterial.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum tentang Pengawasan  

1. Pengertian Pengawasan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Pengawasan”  

berarti tindakan mengawasi dan mengarahkan kebijakan dalam 

menjalankan suatu Perusahaan. Sementara itu, Lembaga 

Administrasi Negara mendefinisikan pengawasan sebagai 

proses kepemimpinan yang memastikan bahwa kegiatan 

organisasi dilaksanakan sesuai dengan rencana, kebijakan, dan 

aturan yang telah ditetapkan.7 Jika dilihat melalui kacamata 

Hukum Administrasi Negara, Pengawasan dan peran aparatur 

pemerintah dalam organisasi tugas mempunyai keterkaitan yang 

erat karena pengawasan sendiri diperlukan dalam pengelolaan 

suatu organisasi.8  

Pengawasan memegang peran krusial dalam manajemen 

organisasi, apa pun bentuknya. Berdasarkan pandangan terry, 

 
 

8 Pramukti Angger Sigit et.al, 2016. Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur 

Negara, Jakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 10 
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yang dikutip oleh soejamto, manajemen mencakup empat 

elemen utama: perencanaan (planning), pengorganisasian 

(organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan 

(controlling). Dengan demikian, sebuah organisasi yang baik 

harus memiliki mekanisme pengawasan yang efektif untuk 

memastikan semua aktivitas terlaksana sesuai yang ditetapkan 

sejak awal. Begitu juga dengan pendapat dari George R. Terry 

yang menggambarkan pengawasan sebagai penilaian terhadap 

apa yang telah dicapai, memulai dan melaksanakan tindakan 

perbaikan bila diperlukan serta memastikan bahwa hasilnya 

sesuai dengan perencanaan. 9 

Proses pemantauan, penilaian, dan melakukan koreksi yang 

diperlukan selama pelaksanaan tugas pengawasan adalah 

proses pengorganisasian untuk menjamin terselesaikannya 

seluruh tugas atau kegiatan sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan.10 Selanjutnya pengawasan memberikan penekanan 

tertinggi pada tugas evaluasi dan perbaikan Das Sein dan Das 

Sollen. Selain itu, ditentukan bahwa kondisi berikut harus 

dipenuhi untuk melakukan tindakan pengawasan adalah sebagai 

berikut: 

a. Aparat pengawas mempunyai kewenangan yang jelas; 

 
9 Irvan Alyafie, Fachruddin, 2004, Pengawasan Administrasi Terhadap Tindakan 

Pemerintah”. PT. Bandung,  PT. Alumni, hlm. 89 
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b. Terdapat rencana yang matang untuk digunakan sebagai 

instrumen pengujian terhadap kegiatan yang dilakukan; 

c. Upaya implementasi mungkin dikonsentrasikan pada 

proyek yang sedang berjalan atau hasil dari proyek yang 

telah selesai; 

d. Persiapan penilaian akhir kegiatan yang telah selesai dan 

penyelarasan hasil yang telah diselesaikan dengan 

rencana awal sebagai titik acuan menandakan kesimpulan 

dari tindakan pemantauan; dan 

e. Tindak lanjut administratif dan yudisial akan dilaksanakan 

bersamaan dengan tindakan pengawasan lainnya. 

Istilah pengawasan dikenal dan dikembangkan dalam ilmu 

manajemen, karena pengawasan merupakan salah satu unsur 

dalam kegiatan pengelolaan. Henry Fayol menyebutkan, “control 

consist in varying weather everything occur in conformity with the 

plan adopted, the instruction issued and principle established. It 

has for object to point out weaknesses in error in order to rectify 

the and prevent recurrence.” Dari pengertian ini dapat dilihat 

bahwa pengawasan pada hakikatnya merupakan suatu tindakan 

menilai apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan yang 

ditentukan. Dengan pengawasan tersebut akan dapat ditemukan 

kesalahan-kesalahn yang kesalahan-kesalahan tersebut akan 
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dapat diperbaiki dan yang terpenting jangan sampai kesalahan 

tersebut terulang Kembali.11 

Penulis menyimpulkan bahwa pengawasan adalah elemen 

fundamental dalam proses pengendalian, sedangkan 

pemeriksaan merupakan subsistem atau tindakan hukum yang 

digunakan untuk menjalankan fungsi pengawasan atau 

pengendalian pemerintah. Pengawasan menjadi bagian yang 

paling penting dalam upaya mewujudkan tata Kelola 

pemerintahan yang baik.    

2. Jenis-jenis Pengawasan 

Dalam bidang pengawasan, terdapat berbagai Lembaga yang 

berperan dan berfungsi sebagai Lembaga pengawas.  Paulus 

Effendi Lotulung mengklasifikasikan jenis-jenis Lembaga 

pengawasan sebagai berikut :12 

a. Berdasarkan Kedudukan Badan/Organ  

1) Pengawasan Internal, adalah pengawasan yang dilakukan 

oleh struktur di dalam lingkungan pemerintah 

sendiri,seperti pengawasan atasan terhadap bawahan 

 
11 Sirajuddin, Anis Ibrahim,et.al, 2016. Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, 

Malang, Setara Press, hlm. 283 
12 Irfan Fachruddin, 2004. Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan 

Pemerintah, Bandung, Alumni, hlm. 90 sebagaimana dikutip dalam buku Sirajuddin, Anis 
Ibrahim, et.al, 2016. Hukum Administasi Pemerintahan Daera, Malang, Setara Press, hlm. 
284 
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atau pengawasan yang dilakukan oleh tim verifikasi yang 

biasanya dibentuk untuk tujuan tertentu secara insidental; 

2) Pengawasan Eksternal adalah pengawasan yang 

dilakukan oleh organ atau Lembaga yang secara struktural 

atau organisasi berada di luar pemerintah atau eksekutif.  

b.  Berdasarkan Waktu  

1) Pengawasan Preventif/a priori, Pengawasan preventif 

adalah pengawasan yang dilakukan sebelum Keputusan 

atau tindakan pemerintah di ambil 

2) Pengawasan Represif/ a posteriori, Pengawasan yang  

dilakukan setelah  keputusan atau ketetapan pemerintah 

dikeluarkan.  

c. Berdarkan Objek yang Diawasi  

1) Pengawasan Segi Hukum adalah kontrol untuk menilai 

pertimbangan hukum dalam tindakan pemerintah. 

2) Pengawasan Segi  Kemanfaatan adala kontrol untuk 

menilai apakah tindakan pemerintah dilakukan dengan 

pertimbangan kemanfaatanya.  

Pengawasan yang melibatkan sanksi dapat dikelompokan lebih 

lanjut berdasarkan pola pemeriksaan, pelaksanaan, subjek 

pelaksanaan, metode pelaksanaan, dan aspek-aspek yang diawasi 

sebagai berikut:13 

 
13 Ibid, hlm.17. 
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a. Pola pemeriksaan menunjukkan jenis pengawasan: 

1) Pemeriksaan Operasional,  

Analisis praktik manajemen organisasi untuk 

meningkatkan kinerja. Analisis tekanan yang diberikan 

pada evaluasi dari perspektif efektivitas dan 

kerentanan. 

2) Memeriksa Keuangan 

Pemeriksaan untuk melihat apakah berbagai 

operasi keuangan dilakukan sesuai dengan hukum, 

peraturan, regulasi, dan instruksi dan faktor lain yang 

berlaku adalah salah satu tujuan utama pemeriksaan 

yang berfokus terhadap urusan keuangan contohnya 

transaksi, surat-surat, buku register, dan laporan 

keuangan. 

3) Pemeriksaan Program  

Program yang komprehensif, seperti yang 

dilakukan untuk pengelolaan polusi udara. Hal ini 

dinilai berdasarkan kemanjurannya, tujuan awal telah 

tercapai, dan pengganti yang sesuai telah digunakan 

untuk mencapai tujuan tersebut. 

4)  Pemeriksaan akhir  

Ketiga pemeriksaan yang disebutkan diatas 

merupakan bagian dari pemeriksaan akhir. 
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Berikut ini adalah contoh dari berbagai jenis pengawasan, 

tergantung pada orang yang melakukan pengawasan:14 

1) Pemantauan melekat  

Setiap pemimpin melakukan pengawasan terhadap 

bawahannya dalam tugas yang menjadi tanggung 

jawabnya.Pemantauan fungsional 

2) Pemantau Fungsional 

Pengawasan Pejabat yang tanggung jawab utamanya 

adalah melakukan pengawasan. Misalnya, Inspektorat 

Jenderal, Inspektorat Provinsi, Badan Pengawasan 

Keuangan Pembangunan, dan Lembaga Pengawasan 

Kebijakan. terdiri atas: 

a) Pengawasan legislasi 

Pengawasan yang dilaksanakan oleh 

perwakilan rakyat baik pusat  maupun daerah 

yakni DPR/DPRD. 

b) Pengawasan masyarakat 

Masyarakat melakukan pengawasan publik, 

seperti yang diberitakan di media cetak dan 

digital. 

c) Pengawasan politis 

 
14 Lembaga Administrasi Negara RI, 1992, “Sistem Administrasi Negara RI”, 

jilid II, CV. Haji  Masagung, hlm. 148. 
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Institusi politik menyediakan fungsi 

pemantauan politik. 

Cara pelaksanaan pengawasan terlihat pada jenis 

pengawasan15 : 

1. Pengawasan langsung 

Inspeksi dan pemeriksaan merupakan cara 

pengawasan yang dilakukan di lokasi operasional. 

Pengawasan langsung yang sering kali mencakup 

pengambilan keputusan sesuai kebutuhan selain 

pelaporan langsung, observasi lapangan dan 

inspeksi langsung. Namun tanggung jawab seorang 

pemimpin yang beragam dan rumit membuat tidak 

mungkin terus menerus melakukan pengawasan 

langsung, terutama pada perusahaan besar. Oleh 

karena itu, seringkali perlu melakukan pengawasan 

tidak langsung. 

2. Pengawasan tidak langsung 

Teknik yang digunakan dalam pengawasan 

meliputi kewenangan pengawasan fungsional, 

pengawasan masyarakat, pengawasan peraturan 

perundang-undangan, serta pemantauan dan 

penilaian laporan pejabat atau satuan kerja terkait. 

 
15 Ibid, hlm 149. 
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Biasanya laporan diberikan baik secara lisan 

maupun tertulis. Kelemahan dari pengawasan tidak 

langsung adalah bawahan seringkali hanya 

memberikan umpan balik yang baik. Dengan kata 

lain, bawahan lebih suka melaporkan apa yang 

mereka yakini akan memuaskan atasannya. 

Pengawasan internal dan eksternal.16 

a) Pengawasan internal 

Pengawasan internal mengacu pada 

pengawasan yang dilakukan oleh pejabat 

organisasi. Intinya, idenya adalah bahwa mereka 

yang bertanggung jawab harus mengawasi. 

b) Pengawasan eksternal 

pengawasan eksternal menggambarkan 

pengawasan yang dilakukan oleh perwakilan dari 

luar Perusahaan atau organisasi. 

3. Tujuan dan Fungsi Pengawasan  

Dalam Hal meningkatkan rasa akuntabilitas dalam mencegah 

penyimpangan dan memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan 

kerja, fungsi pengawasan melibatkan suatu instansi atau pimpinan 

yang mengawasi dan bandingkan penugasan dan pekerjaan yang 

 
16 Ridwan HR, 2016, “Hukum Administrasi Negara (edisi revisi)”, Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 265. 
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diberikan oleh otoritas pelaksana dengan tolok ukur yang telah 

ditetapkan.17 Pada dasarnya, seluruh tujuan pengawasan adalah 

untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya kecurangan atau 

penyimpangan dari tindakan yang direncanakan. 

Sejauh mana kebijakan kepemimpinan diikuti dan jenis 

penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terjadi, 

keduanya dapat ditentukan melalui pengawasan. Berdasarkan 

justifikasi di atas, administrasi pemerintahan menjalankan tugas 

pengawasan antara lain:18 

a. Mewujudkan personal sistem manajemen pemerintahan yang 

efektif mendasari struktur pemerintahan yang murni, kuat dan 

didukung oleh peran serta masyarakat yang membangun dan 

mengendalikan dalam bentuk tujuan kontrol sosial yang sehat 

dan bertanggung jawab; 

b. Menumbuhkan rasa malu pada seluruh anggota aparatur 

pemerintah, serta rasa bersalah dan dosa berat karena 

melakukan tindakan yang tercela oleh masyarakat dan 

agama, guna mewujudkan aparatur pemerintah beroperasi 

secara terorganisir dan meningkatkan disiplin kerja yang baik. 

 
17 Saiful Anwar, 2004, “Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara”, Gelora 

Madani Pers, Jakarta, hlm. 82. 

18 Tanto Lallam, 2012, “Pengantar Hukum Administrasi Negara”, Prudent 

Media, Yogyakarta, hlm. 173. 
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Hal ini akan menghasilkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan 

kegiatan yang jelas dan jujur. 

Pengawasan merupakan instrumen yang paling penting dalam 

dalam aktivitas organisasi  dimana pengawasan berperan sebagai  

sarana untuk menjamin terwujudnya perencanaan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Agar pelaksanaan fungsi pengawasan 

dapat menjadi instrumen yang efektif, maka pelaksanaan fungsi 

pengawasan harus memperhatikan kriteria-kriteria, sebagai 

berikut:19 

a. Menentukan aspek atau objek yang perlu diawasi; 

b. Pentingnya pelaksanaan pengawasan; 

c. Lokasi, waktu pelaksanaan, dan pihak yang bertanggung 

jawab dalam menjalankan pengawasan tersebut. 

d. Pengawasan  harus bersifat rasional, fleksibel, terus menerus 

dan pragmatis 

Untuk mencapai tujuan organisasi maka pengawasan, 

memastikan bahwa setiap rencana dapat berjalan sesuai harapan. 

Jika terjadi penyimpangan, tindakan korektif dapat segera diambil 

untuk melakukan perbaikan.   

 
19 Muji Estiningsih, 2005. Fungsi Pengawasan DPRD: tinjauan kritis pengelolaan 

keuangan Daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, 
Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 21 
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Menurut Leonard White tujuan dari pengawasan adalah 

sebagai berikut: 20 

a. Untuk memastikan bahwa kekuasaan digunkan sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan dan mendapat 

dukungan serta persetujuan dari masyarakat. 

b. Untuk melindungi hak asasi manusia yang dijamin oleh 

Undang-Undang daripada tindakan penyalahgunaan 

kekuasaan. 

 Demikian penulis mengambil kesimpulan bahwa tujuan serta 

fungsi pengawasan seyogianya memastikan apa yang akan 

dilakukan, melakukan koreksi yang diperlukan, dan menentukan 

apakah pekerjaan yang diselesaikan sudah sesuai dengan 

rencana awal. 

B. Tinjauan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Kesehatan. 

1. Pengertian BPJS Kesehatan 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang 

seterusnya disingkat BPJS Kesehatan merupakan badan hukum 

publik yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan 

secara nasional.BPJS Kesehatan didirikan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

 
20 Victor M. Situmorang dan Jusuf Juihir, 1994, Aspek Hukum Pengawasan 

Melekat, Jakarta, PT Rineka Cipta, hlm. 23 
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Nasional. Pada tahun 2011, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2011 tentang Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

disahkan, yang mengatur pembentukan dua badan : BPJS 

Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan 

merupakan bagian dari program pemerintahan dalam skema 

jaminan kesehatan nasional yang mulai beroprasi pada 1 juli 

2014, menggantikan peran PT Askes (Persero).21 

 Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, 

BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik. Terdapat tiga 

kriteria utama yang menetapkan status BPJS Kesehatan sebagai 

badan hukum publik. Sebagai berikut:22 

a. Proses pembentukannya, yaitu badan hukum publik didirikan 

berdasarkan konstruksi hukum publik oleh pemerintah melalui 

Undang-Undang.  

b. Lingkup kerja, dimana dalam menjalankan tugasnya, badan 

hukum ini memiliki kedudukan yang setara dengan badan 

hukum publik lainnya. 

c. Kewenangannya, yaitu diberikan otoritas oleh pemerintah  

 
21 Skripsi, Ahmad Teguh Faruq Saputra, 2021.  Perlindungan Hukum Bagi Peserta 

BPJS Kesehatan Atas Penolakan Pelayanan Kesehatan Virus Corona Di Ruma Sakit, 
Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 25 

22 Asih Eka Putri, 2014. Seri Buku Saku – 2: Paham BPJS (Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial), jakarta,  Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN),  hlm. 7.   
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Berdasarkan kriteria diatas , BPJS kesehatan telah memenuhi 

tiga kriteria diatas sebagaimana tercantum dalam Undang-

Undang BPJS, yaitu:23 

a. Pembentukan BPJS Kesehatan yang berdasarkan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial.  

b. BPJS Kesehatan berfungsi untuk menyelenggarakan 

kepentingan publik yaitu Sistem Jaminan Sosial Nasional 

yang didasarkan pada asas kemanfaatan, kemanusiaan dan 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

c. Pemberian wewenang kepada BPJS Kesehatan untuk 

membuat  suatu aturan yang bersifat publik. 

d. BPJS Kesehatan yang memiliki tugas untuk mengelola dana 

umum yaitu dana jaminan sosial. 

e. Pengangkatan anggota Dewan Pengawasan dan Direksi 

BPJS Kesehatan Oleh Presiden harus Melalui tata cara 

seleksi publik.  

 

 

 

 

 

 
23 Ahmad Teguh Faruq Saputra, op. cit. hlm 26 
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2. Asas, Tujuan, dan Prinsip BPJS Kesehatan 

a. Asas BPJS Kesehatan 

Dalam menyelenggarakan program jaminan kesehatan 

BPJS berdasarkan tiga asas dalam pasal 2 Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Kesehatan, yaitu:  

1) Kemanusiaan, merupakan asas yang memiliki kaitannya 

pada penghargaan terhadap martabat manusia.  

2) Kemanfaatan, merupakan asas yang mendeskripsikan 

sistem pengelolaan yang efisien dan efektif.  

3) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan 

suatu asas yang bersifat adil terhadap seluruh rakyat 

Indonesia.  

b. Tujuan BPJS Kesehatan  

Pasal 3 Undang-Undang  BPJS menetapkan bahwa tujuan 

BPJS Kesehatan adalah untuk menyediakan jaminan kesehatan 

yang memadai guna memenuhi kebutuhan dasar setiap peserta 

beserta anggota keluarganya. Dalam penjelasan pasal ini, 

kebutuhan dasar hidup diartikan sebagai kebutuhan esensial 

bagi individu untuk mencapai standar hidup yang layak dan 

mendukung kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  

Sebagai badan hukum publik yang dipercayakan oleh 

pembuat Undang-Undang untuk menyelenggarakan program 
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jaminan sosial, BPJS Kesehatan bertujuan untuk mewujudkan 

pemberian jaminan sosial, memenuhi kebutuhan dasar hidup 

yang layak, dan memberikan rasa aman bagi setiap peserta.  

BPJS Kesehatan diharapkan untuk melaksanakan Amanah 

dan kepercayaan ini dengan cara yang akuntabel dan 

transparan. Manfaat jaminan kesehatan, yang diatur dalam Pasal  

22 Undang-Undang BPJS, disediakan melalui fasilitas kesehatan 

yang dimiliki oleh pemerintah atau swasta yang bekerja sama 

dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 

c. Prinsip BPJS Kesehatan  

Pasal 4 Undang-Undang BPJS menetapkan sembilan 

prinsip penyelenggaraan BPJS Kesehatan, sebagai berikut:24 

1) Nirlaba, Prinsip nirlaba menekankan pengelolaan yang 

bertujuan untuk memaksimalkan manfaat bagi seluruh 

peserta dari pengelolaan dana.    

2) Gotong Royo, Prinsip gotong royong menekankan 

kebersamaan di antara peserta BPJS Kesehatan dalam 

menanggung biaya jaminan sosial, di mana setiap peserta 

membayar iuran sesuai dengan pendapatanya.  

 
24 Topik: Asas, Tujuan, dan Prinsip BPJS Kesehatan, jkn.jamsos indonesia.com. 

http://jkn.jamsosindonesia.com/topik/detail/asas--tujuan-dan-prinsip#.YHpVzugzZEY   , 
diakses pada 30 juni 2024 

http://jkn.jamsosindonesia.com/topik/detail/asas--tujuan-dan-prinsip#.YHpVzugzZEY
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3) Akuntabilitas Prinsip akuntabilitas menekanakan 

pentingnya pengelolaan keuangan dan pelaksanaan 

program yang dapat dipertanggungjawabkan.  

4) Keterbukaan Prinsip ini bertujuan untuk mempermudah 

akses informasi bagi setiap peserta BPJS Kesehatan 

5) Portabilitas Prinsip portabilitas menjamin kelanjutan 

jaminan bagi peserta yang pindah tempat tinggal atau 

pekerjaan di wilayah Indonesia  

6) Kehati-hatian  Prinsip ini bertujuan agar pengelolaan dana 

dilakukan dengan cermat dan tertib. 

7) Kepercayaan yang bersifat wajib, Prinsip ini 

mengharuskan seluruh warga negara Indonesia menjadi 

peserta jaminan sosial secara berkala dan bertahap.  

8) Dana amanat Prinsip ini menyatakan bahwa iuran dan 

hasil pengembangan adalah dana titipan yang harus 

digunakan untuk kepentingan peserta BPJS Kesehatan.   

9)  Pengelolaan dana yang tepat, Prinsip ini berarti hasil 

pengelolaan dana digunakan untuk pengembangan 

program dan kepentingan bersama.  

3. Tugas, Fungsi dan Wewenang BPJS Kesehatan  

BPJS Kesehatan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan 

jaminan kesehatan di Indonesia. Untuk mencapai target yang telah 

ditetapkan, BPJS Kesehatan melaksanakan bebagai tugas dan 
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fungsi. Berikut adalah tugas-tugas yang diemban oleh BPJS 

Kesehatan: 25 

a. Menerima pendaftaran peserta.  

b. Mengumpulkan iuran dari peserta.  

c. Mengelola dana jaminan sosial.  

d. Menerima bantuan iuran dari pemerintah.  

e. Mengumpulkan dan mengelola data peserta. 

f. Membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan program 

yang ditetapkan.  

g. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang 

penyelenggaran program jaminan sosial.  

Selain tugas- tugasnya, BPJS Kesehatan juga berfungsi 

menyelenggarakan program jaminan kesehatan, sebagaimana 

diatur dalam pasal Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 

Guna melaksanakan tugasnya dengan efektif, BPJS 

Kesehatan diberi wewenang sesuai dengan pasal 11 Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 

Peserta Jaminan Sosial, berikut adalah beberapa fungsi BPJS 

Kesehatan: 

 
25 Suryadi, 2023,  Implementasi Pengawasan Bagi Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) Kesehatan Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara, jurnal ilmiah 
pendidikan, Vol.6, Nomor 8, Agustus, hlm.  5795-5796. 
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a. Menagih pembayaran Iuran  

b. Menginvestasikan dana jaminan sosial dalam jangka pendek 

dan Panjang dengan memperhatikan likuiditas, solvabilitas, 

kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.  

c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap 

kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam kewajiban sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan jaminan sosial 

nasional. 

d. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan 

berdasarkan standar tarif yang ditetapkan pemerintah 

e. Menyusun atau mengakhiri kontrak kerja dengan fasilitas 

kesehatan.  

f. Memberikan sanksi administrasi kepada peserta atau 

pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya 

g. Melaporkan ketidak patuhan pemberi kerja dalam membayar 

iuran atau memenuhi kewajiban lain kepada instansi yang 

berwenang.   

h. Bekerja sama dengan pihak lain untuk menyelenggarakan 

program jaminan sosial.  
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4. Bentuk – Bentuk Pengawasan BPJS  

Pengawasan perlu diikuti dengan pengendalian, yang 

merupakan teknik penelusuran terhadap kegiatan operasional BPJS, 

baik yang telah berlangsung maupun yang sedang berjalan. Tujuan 

dari pengendalian ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana 

terdapat penyimpangan dalam operasional. Berikut adalah bentuk 

pengawasan terhadap BPJS yang dilakukan secara internal dan 

eksternal.26 

Pengawasan internal dilakukan oleh organ BPJS atau oleh 

satuan pengawasan internal yang dibentuk oleh organ BPJS 

dengan wewenang untuk menetapkan struktur organisasi. 

menurut pasal 39 ayat (2) Undang-Undang BPJS, pengawas 

internal BPJS adalah sebagai berikut: 

“Pengawasan Internal BPJS dilakukan Oleh organ Pengawasan 
BPJS, yang terdiri atas: 

a. Dewan Pengawas;dan 
b. Satuan Pengawas Internal” 

  

Dewan Pengawas BPJS adalah organ BPJS yang 

berfungsi mengawasi pelaksanaan tugas BPJS. Di sisi lain, 

Dewan pengawas internal merupakan unit khusus yang dibentuk 

untuk mendukung dan mewakili pimpinan satuan pengawas 

terhadap seluruh unit organisasi di BPJS. Pengawas internal 

dilakukan secara fungsional sesuai dengan fungsinya dengan 

 
26 Ibid . 5798 
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tujuan membantu pimpinan dalam mengelola organisasi 

untuk  mencapai target yang telah ditetapkan.27 

Pengawasan eksternal BPJS sesuai dengan Pasal 39 ayat (3) 

dilakukan oleh DJSN dan Lembaga pengawas independen sudah 

ditetapkan berdasarkan regulasi yang ada dalam menjalankan 

tugasnya sebagaimana telah  diatur dalam Pasal 39 ayat (3)  

Undang-Undang BPJS yaitu: 

“Pengawasan Eksternal BPJS dilakukan oleh: 
c. DJSN; dan 
d. Lembaga pengawas idependen.” 

 

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) memiliki tanggung 

jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan program jaminan sosial,  termasuk program 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diatur oleh BPJS 

Kesehatan. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (4) 

Undang-Undang sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang 

menyatakan bahwa DJSN berhak untuk melakukan monitoring 

dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial.28 

5. Dasar Hukum Pengawasan BPJS Kesehatan  

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Mengatur Sistem 

Jaminan Sosial Nasional, yang mencakup jaminan kesehatan 

sebagai bagian dari upaya untuk memastikan akses kesehatan yang 

 
27 Suryadi, loc. Cit.   
28 Op.cit, hal. 5798 
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merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan Pasal 29 Ayat 

(2), tujuan dari jaminan kesehatan adalah untuk menjamin agar 

setiap peserta dapat memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan 

dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan 

mereka, sebagaimana bunyi ayat tersebut yaitu: 

“jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar 
peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan 
perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan” 

Selanjutanya,  Pasal 23 disebutkan bahwa BPJS Kesehatan Memiliki 

tanggung jawab untuk mengawasi penyelenggara jaminan kesehatan agar 

pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

Beberapa ketentuan yang diatur dalam pasal 23 mengenai penyelenggara 

jaminan kesehatan adalah sebagai berikut: 

(1) Manfaat jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 

diberikan pada fasilitas kesehatan baik yang dimiliki oleh pemerintah 

maupun swasta, yang telah bekerja sama dengan badan 

penyelenggara jaminan sosial, yaitu BPJS Kesehatan.  

(2) Pelayanan dalam keadaan darurat dapat diberikan di fasilitas 

kesehatan yang tidak terkait Kerja sama dengan BPJS Kesehatan jika 

terjadi kondisi mendesak yang memerlukan penanganan segera. 

(3) Kompensasi bagi daerah yang belum memiliki fasilitas kesehatan yang 

memenuhi syarat. Jika di suatu wilayah belum tersedia fasilitas 

kesehatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan medis peserta, 

BPJS Kesehatan diwajibkan memberikan kompensasi kepada peserta 
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yang terdampak, agar mereka tetap mengakses pelayanan kesehatan 

yang diperlukan.  

(4) Pelayanan rawat inap di rumah sakit harus diberikan berdasarkan kelas 

standar rumah sakit yang berlaku, sesuai dengan ketentuan yang ada, 

tanpa membedakan status peserta. 

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur 

lebih lanjut dalam peraturan presiden yang lebih spesifik, agar 

kebijakan ini bisa diterapkan secara adil sesuai dengan kondisi di 

lapangan  

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan 

Pasal 43: 

“BPJS Kesehatan wajib mencatat dan menagih tunggakan iuran 
sebagai piutang BPJS Kesehatan paling banyak untuk 24 (dua puluh 
empat) bulan.” 

 

Pasal 44 : 

(1) Ketentuan mengenai penyediaan, pencairan, dan 

pertanggungjawaban iuran yang berasal dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara diatur dengan Peraturan Menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 

(2) Ketentuan mengenai penyetoran Iuran dan PNS, pekerja/pegawai 

sebagai dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf h, dan pemerintah 

daerah diatur dengan peraturan Menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang keuangan atau Peraturan Menteri 
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yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri sesuai 

dengan kewenangannya.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemotongan, penyetoran, dan 

pembayaran iuran bagi kepala desa dan perangkat desa diatur 

dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintah dalam negeri. 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 

Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial yang 

komprehensif bagi seluruh masyarakat Indonesia, salah satunya melalui 

jaminan kesehatan. sebagai bentuk implementasi BPJS Kesehatan 

diberikan tugas untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Undang-

undang ini mengatur bahwa fasilitas kesehatan yang bekerja sama 

dengan BPJS Kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta, harus 

menyediakan manfaat jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

Namun, dalam darurat, peserta BPJS Kesehatan tetap dapat 

menerima layanan dari fasilitas kesehatan yang tidak terdaftar dalam 

jaringan Kerja sama, guna memastikan keselamatan dan kesehatan 

peserta. Selain itu, jika di daerah yang kekurangan fasilitas kesehatan 

yang memadai, BPJS Kesehatan wajib memberikan kompensasi untuk 

menjamin hak akses layanan kesehatan bagi peserta.  
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Dapat disimpulkan bahwa kepesertaan BPJS Kesehatan memiliki 

peran yang sangat penting bagi setiap warga negara indonesia. 

Program yang dikelola oleh BPJS Kesehatan bertujuan untuk 

memberikan jaminan kesetaraan serta perlindungan bagi seluruh rakyat 

Indonesia, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan 

dengan mudah dan merata. Seperti perlindungan finansial, layanan 

akses kesehatan yang luas, meningkatkan kualitas hidup.  

Dengan menjadi peserta BPJS Kesehatan, masyarakat tidak hanya 

mendapatkan manfaat secara pribadi tetapi juga berperan dalam 

membangun sistem kesehatan nasional yang lebih kuat dan 

berkelanjutan 

6.  Kepesertaan BPJS Kesehatan 

Peserta BPJS Kesehatan berfungsi sebagai konsumen dalam 

pelayanan kesehatan. oleh karena itu, pembahasan mengenai 

peserta BPJS Kesehatan tidak dapat dipisahkan dari konsumen 

sebagai pengguna layanan kesehatan. salah satu pakar konsumen 

asal Belanda, Hondinus, mengemukakan bahwa para ahli hukum 

sepakat mendefinisikan konsumen sebagai pengguna akhir dari 

suatu produk atau layanan.29  

 
29 Susanti Adi Nugroho, 2008. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau 

Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Jakarta, Kencana Pranada Media 
Group, hlm.61 
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Pasien sebagai konsumen layanan kesehatan disebut peserta 

BPJS, menurut pasal 1 Angka 4 Undang-Undang BPJS, yang 

mencakup semua orang, termasuk warga negara asing, yang telah 

bekerja di Indonesia minimal enam bulan dan membayar iuran, 

sesuai pasal 4 Peraturan Penyelenggara Jaminan Sosial Nomor 1 

Tahun 2014,  peserta BPJS terbagi menjadi dua kelompok yakni 

peserta bantuan iuran dan peserta bukan penerima bantuan iuran. 

Penerima bantuan iuran adalah fakir miskin dan orang tidak 

mampu yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran jaminan 

kesehatan, Adapun pengertian dari peserta penerima bantuan:  

a. Fakir miskin didefinisikan sebagai individu yang tidak memiliki 

mata pencarian atau yang memiliki tetapi tidak mampu memenuhi 

kebutuhan dasar hidup yang layak. Sementara itu   

b. Orang tidak mampu merupakan adalah mereka yang memiliki 

mata pencaharian dan hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar 

hidupnya saja.  

 Peserta bukan penerima bantuan iuran adalah individu yang tidak 

termasuk dalam kategori orang tidak mampu atau fakir miskin, yang 

terdiri atas: 

a. Pekerja penerima upah beserta anggota keluarganya, yaitu 

pegawai negeri sipil, anggota Polri, anggota TNI, pejabat negara, 

pegawai pemerintah non-pegawai negeri dan pegawai swasta. 
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b. Pekerja yang tidak menerima upah beserta anggota keluarganya, 

seperti pekerja yang tidak terikat hubungan kerja dan pekerja 

mandiri. 

c. Individu yang bukan pekerja beserta anggota keluarganya, 

seperti investor, pemeri kerja, perintis kemerdekaan, veteran, 

dan penerima pensiun.  

Hak dan Kewajiban bagi peserta BPJS Kesehatan tidak jauh 

berbeda hak dan kewajiban konsumen secara umum.  Pada tanggal 15 

Maret 1962, Presiden AS J.F. Kennedy mengemukakan empat hak 

dasar konsumen yaitu terdiri atas, hak untuk memperoleh keamanan, 

hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memilih, dan hak untuk 

didengar.30 Hal ini menunjukkan pentingnya perlindungan hak-hak 

konsumen dalam berbagai sektor, termasuk dalam layanan kesehatan.  

Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 25 Peraturan 

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Jaminan Penyelenggaraan Kesehatan, setiap 

peserta BPJS Kesehatan memiliki sejumlah hak yang perlu dilindungi 

dan dipenuhi  

a. Mendapatkan identitas resmi sebagai peserta yang terdaftar dalam 

sistem BPJS Kesehatan, yang berfungsi sebagai tanda pengenal 

untuk mendapatkan layanan jaminan kesehatan; 

 
30 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2011. Hukum Perlindungan Konsumen, 

Jakarta, Raja Grafindo, hlm. 38  
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b. Mendapatkan Nomor Virtual account yang digunakan untuk 

mempermudah proses pembayaran iuran serta transaksi terkait 

lainya; 

c. Memilih fasilitas kesehatan Tingkat pertama yang bekerja dengan 

BPJS Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis peserta; 

d. Berhak memperoleh berbagai manfaat jaminan kesehatan yang 

disediakan oleh BPJS Kesehatan, yang meliputi pelayanan 

kesehatan dasar hingga layanan medis lainnya yang menjamin oleh 

program 

e. Memiliki hak  untuk menyampaikan pengaduan atau keluhan terkait 

pelayanan yang diterima, baik kepada fasilitas kesehatan yang 

bersangkutan maupun langsung kepada BPJS Kesehatan yang 

bekerja sama dalam pemberian layanan; 

f. Mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai 

pelayanan kesehatan yang tersedia, termasuk  prosedur, hak dan 

kewajiban peserta dalam menjalani perawatan medis; 

g. Mengikuti program asuransi kesehatan tambahan yang mungkin 

disediakan oleh BPJS Kesehatan untuk melengkapi jaminan 

kesehatan dasar yang telah ada, memberikan perlindungan lebih 

bagi peserta. 

Dengan demikian, hak-hak ini dirancang untuk memastikan bahwa 

peserta BPJS Kesehatan mendapatkan perlindungan yang 
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komprehensif dan transparan terkait dengan pelayanan kesehatan yang 

mereka terima.  

Kewajiban peserta BPJS Kesehatan yang tercantum dalam pasal 26 

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan SOsial Kesehatan Nomor 1 

Tahun 2014 tentang jaminan Penyelenggara Kesehatan diatur secara 

jelas, yang mencakup beberapa hal penting yang harus dipenuhi oleh 

setiap peserta. Kewajiban tersebut meliputi: 

a. membayar iuran, secara teratur sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku, yang merupakan kewajiban utama peserta 

dalam menjaga kelangsungan program jaminan 

kesehatan yang mereka ikuti, sehingga layanan 

kesehatan yang dijamin dapat terus tersedia tanpa 

gangguan.  

b. Melaporkan perubahan data kepesertaan, yang mencakup 

informasi pribadi peserta seperti alamat, status pekerjaan, 

atau perubahan data lainnya yang relevan agar data yang 

tercatat di sistem BPJS Kesehatan tetap akurat dan terkini.  

c. Melaoprkan perubahan status kepesertaan, seperti 

perubahan status keanggotaan, atau perubahan lainnya 

yang dapat mempengaruhi kelayakan atau hak-hak 

peserta dalam program jaminan kesehatan, sehingga 

status kepersertaan tetap sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku.  
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d. Melaporkan kerusakan atau kehilangan kartu identitas 

peserta, yang merupakan salah satu bukti resmi 

kepesertaan dalam BPJS Kesehatan. dalam hal terjadi 

kerusakan atau kehilangan kartu, peserta segara melapor 

hal tersebut untuk dilakukan pemblokiran dan penerbitan 

kartu pengganti, agar tidak terjadi penyalahgunaan. 

Kewajiban-kewajiban  tersebut bertujuan untuk memastikan  

bahwa peserta BPJS Kesehatan dapat terus menerima manfaat jaminan 

kesehatan dengan syarat dan ketentuan yang tepat, serta menjaga 

keakuratan data dalam sistem agar pelayanan dapat berjalan dengan 

baik. 

C. Tinjauan Umum Rumah Sakit  

1. Pengertian Rumah Sakit  

Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

sakit, rumah sakit didefinisikan sebagai institusi pelayanan 

kesehatan yang memberikan layanan kesehatan secara menyeluruh 

bagi individu. Layanan yang diberikan mencakup berbagai aspek, 

mulai dari rawat inap, hingga layanan darurat. Dalam domain ini, 

rumah sakit memiliki peran yang sangat penting sebagai penyedia 

utama pelayanan kesehatan dan sebagai instrumen utama dalam 

meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan.  
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Rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dapat 

diklasifikasikan dalam beberapa kategori, berdasarkan berbagai 

aspek seperti jenis pelayanan, kepemilikan dan klasifikasi 

kemampuan rumah sakit. Pembagian tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a. Berdasarkan Jenis Pelayanan 

Rumah sakit dapat dikelompokan berdasarkan jenis 

layanan medis yang disediakan, yaitu: 

1) Rumah Sakit Umum (RSU), yang menyediakan 

layanan kesehatan komprehensif untuk berbagai jenis 

penyakit dan kondisi medis. 

Rumah Sakit Khusus, yang memberikan layanan kesehatan 

dalam bidang tertentu, seperti rumah sakit mata, rumah sakit jiwa, 

atau rumah sakit ibu dan anak yang memiliki fokus pelayanan khusu 

dengan spesialisnya. 

b. Berdasarkan Kepemilikan dan Pengelolaan  

Rumah sakit juga dapat dibedakan berdasarkan siapa 

yang memiliki dan mengelola rumah sakit tersebut, yaitu: 

1) Rumah Sakit Milik Pemerintah, yang dikelola oleh 

pemerintah pusat, daerah atau badan publik lainnya, 

dengan tujuan untuk memberikan layanan kesehatan 

yang lebih merata kepada masyarakat. 
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2) Rumah Sakit Milik Swasta, yang dikelola oleh individu 

atau Perusahaan swasta, biasanya dengan fokus 

pada pemberian pelayanan kesehatan yang lebih 

eksklusif dengan fasilitas spesifik.  

c. Berdasarkan Klasifikasi Kemampuan 

Rumah sakit merupakan pilar utama dalam sistem 

kesehatan yang berfungsi untuk memberikan berbagai 

jenis layanan medis kepada masyarakat. Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, rumah sakit tidak 

hanya terbatas  pada perannya dalam menyediakan rawat 

inap, tetapi juga sebagai penyedia layanan kesehatan 

menyeluruh yang mencakup rawat jalan dan pelayanan 

gawat darurat. dengan fungsi yang sangat vital dalam 

memastikan keberlanjutan pelayanan kesehatan 

masyarakat, rumah sakit harus memiliki berbagai 

klasifikasi untuk memastikan bahwa layanan yang 

diberikan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan 

masyarakat. 

Maka dari itu, rumah sakit juga dibedakan berdasarkan 

kemampuan teknis dan fasilitas medis yang tersedia yang 

mencakup berbagai level fasilitas dan peralatan yang 

disediakan, di antaranya:: 
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1) RSU Kelas A, rumah sakit ini memiliki kemampuan 

untuk menyediakan layanan medis secara luas dengan 

berbagai spesialis dan subspesialis, serta peralatan 

medis yang lebih lengkap dan canggih. Rumah Sakit 

kelas A biasanya memiliki fasilitas pendidikan atau 

pelatihan bagi tenaga medis.  

2) RSU Kelas B, rumah sakit ini menyediakan minimal 

sebelas jenis spesialisasi medis dan beberapa layanan 

sub spesialis tertentu. Rumah sakit kelas B memiliki 

fasilitas yang lebih terbatas dibandingkan dengan 

kelas A, namun tetap menyediakan layanan medis 

yang komprehensif. 

3) RSUD Kelas D, rumah sakit ini menyediakan layanan 

medis tingkat dasar yang umumnya mencakup 

pelayanan rawat jalan dan inap tingkat pertama. 

Rumah sakit kelas D seringkali menjadi rujukan bagi 

pasien yang membutuhkan pelayanan dasar dan 

pemeriksaan awal.  

Klasifikasi rumah sakit, berdasarkan jenis pelayanan, 

kepemilikan dan kemampuan mencerminkan peranannya dalam 

sistem kesehatan. dari rumah sakit umum yang menyediakan 

layanan komprehensif hingga rumah sakit khusus yang berfokus 
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pada bidang tertentu, semuanya berperan dalam memberikan akses 

yang lebih luas dan terjangkau kepada masyarakat.  

Dengan memahami struktur dan klasifikasi rumah sakit ini, 

penulis dapat melihat betapa pentingnya setiap rumah sakit dalam 

mendukung tercapainya kesehatan yang baik bagi masyarakat. 

Terlebih lagi, peran rumah sakit dalam meningkatkan kualitas 

kesehatan tidak hanya terbatas pada penyediaan medis, tetapi juga 

dalam mengedukasi tenaga kesehatan, mendukung riset, dan 

memberikan akses kepada teknologi medis yang terus berkembang. 

Rumah sakit, dengan segala peran dan fungsinya, tetapi menjadi 

garda terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan Indonesia.  

2. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit  

Rumah sakit berperan sebagai salah satu institusi yang sangat 

penting dalam sistem pelayanan kesehatan. berdasarkan Undang-

Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit 

memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh 

rumah sakit tidak hanya terbatas pada penanganan kasus penyakit 

akut atau darurat, tetapi juga mencakup upaya yang lebih luas dalam 

menjaga kesehatan individu secara keseluruhan. Dengan kata lain, 

rumah sakit memiliki tugas untuk memberikan pelayanan kesehatan 

perorangan secara penuh, yang meliputi beberapa hal yang sangat 

fundamental bagi kesehatan masyarakat.  
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Tugas rumah sakit ini mencakup berbagai macam aktivitas yang 

dilakukan oleh tenaga kesehatan, baik medis maupun non-medis, 

dengan tujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan 

setiap individu yang datang ke rumah sakit. Ini berarti bahwa rumah 

sakit seyogyanya memberikan layanan yang tidak hanya berfokus 

pada penyakit, tetapi juga pada pencegahan agar pasien dapat 

menghindari berbagai penyakit yang mungkin timbul di sama depan. 

Dalam hal ini, rumah sakit juga berperan dalam menyebarkan dan 

mengedukasi masyarakat.  

Menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Rumah 

sakit, rumah sakit memiliki beberapa fungsi utama . fungsi utama 

tersebut meliputi: 

a. Memberikan layanan pengobatan dan pemulihan kesehatan 

sesuai dengan standar pelayanan 

b. Menjaga serta meningkatkan kesehatan individu melalui 

layanan kesehatan yang komprehensif pada tingkat kedua 

dan ketiga sesuai kebutuhan medis  

c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya 

manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam 

pemberian pelayanan kesehatan 

d. Melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penapisan 

teknologi kesehatan untuk meningkatkan pelayanan  
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kesehatan, dengan tetap memperhatikan etika keilmuan di 

bidang kesehatan.  

Rumah sakit memegang sentral dalam keberhasilan program 

BPJS kesehatan sebagai penyedia layanan kesehatan tingkat lanjut 

(FKRTL). Rumah sakit berfungsi tidak hanya sebagai tempat untuk 

mendapatkan pengobatan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem 

yang menjamin akses kesehatan yang merata bagi setiap warga 

negara Indonesia. Sehingga, rumah sakit harus berpartisipasi dalam 

program ini serta memastikan bahwa peserta BPJS. Maka dari itu, 

tanpa peran aktif dari rumah sakit tujuan BPJS Kesehatan dalam 

menyediakan  akses kesehatan universal akan sulit dicapai. Dengan 

demikian, rumah sakit menjadi domain kurisal dalam menjalankan 

Program BPJS Kesehatan yang memungkinkan program berjalan 

secara berkesinambungan dan optimal. 

D. Teori Akibat Hukum 

Sanksi yang dijatuhkan menjadi Akibat hukum dimana  hukum 

yang berkaitan dengan suatu kejadian hukum atau perilaku subjek 

hukum. Akibat hukum meliputi segala akibat tambahan dari 

kejadian-kejadian tertentu yang telah diputuskan atau dianggap 

sebagai akibat dari undang-undang yang bersangkutan, di samping 

segala akibat dari segala perbuatan hukum yang dilakukan subjek 

hukum terhadap objek hukum. Lebih jelasnya, asal mula hak dan 

tanggung jawab para pihak yang bersangkutan adalah akibat 
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hukum.31 

Berbicara mengenai hubungan-hubungan, kejadian-kejadian 

hukum dan objek-objek hukum menentukan terjadinya akibat 

hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, adanya hubungan hukum 

dengan hak dan kewajiban menimbulkan akibat hukum.32 Akibat 

hukum, menurut Soeroso, adalah akibat dari tindakan yang 

dilakukan untuk memenuhi harapan pelanggar hukum. Perbuatan 

yang dilakukan adalah sah, yaitu sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; namun hasil yang dimaksud adalah hasil 

yang diatur oleh undang-undang.33 

Tindakan legalitas (perbuatan melawan hukum) tidak mungkin 

dipisahkan dari negara hukum yang menjunjung tinggi konsep 

legalitas. Segala tindakan pemerintah harus berlandaskan hukum 

agar dapat memenuhi penerapan asas legalitas.34 Landasan 

hukum bagi pemerintahan menjadikan administrasi sebagai acuan 

mendasar dalam berbuat atau bertindak.35 Jika melakukan sesuatu 

yang melanggar peraturan hukum makan akan menghadapi akibat 

hukum. Akibat hukum adalah setiap dan semua akibat yang terjadi 

 
31 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, “Akibat Hukum”, Web 

Hukum, November 2022, hlm. 1. 

32 Soedjono Dirdjosisworo, 2010, “Pengantar Ilmu Hukum”, PT. Raja 

Grafindo Tinggi, Jakarta, hlm. 131. 
33 Soeroso, 2011, “Pengantar Ilmu Hukum”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 

191 
34 Aminuddin Ilmar, 2020, “Perbuatan Hukum Pemerintahan”, Phinatama 

Media, hlm. 35. 
35 Ibid, hlm.37. 
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setelah suatu peristiwa hukum, terlepas dari apakah pelaku 

memilihnya atau hukum menentukannya. Berikut ini adalah potensi 

akibat hukumnya:36 

• Munculnya, modifikasi, atau penghapusan suatu situasi 

hukum; 

• Apabila hak dan kewajiban salah satu pihak diimbangi dengan 

hak dan kewajiban pihak lain, maka suatu hubungan hukum 

antara dua atau lebih subjek hukum dapat berubah atau 

berakhir. 

• Hadiah (reward)dan hukuman bagi yang melanggar hukum. 

Selain karena pelaku tidak ingin mendapat balasan dari 

perbuatannya, akibat hukumnya tetap terkendali oleh aturan 

hukum. Perbuatan demikian disebut dengan “onrechtmatige daad” 

(kegiatan hukum yang tidak dapat dibenarkan atau melanggar 

hukum yang berlaku).37 
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